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KATA PENGANTAR

@/ engan memanjatkan puji syukur ke

hadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja
Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 dapat
diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut atas
implementasi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.
Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis
dalam menjalankan tugas kementerian untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah yang lebih transformatif, efektif, aman, dan nyaman, sebagai perwujudan
Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban dan
keadaban.

Kementerian Haji dan Umrah mengemban peran penting dalam mendukung
visi besar Pemerintah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan
misi Asta Cita. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peran tersebut
diwujudkan melalui penguatan layanan yang berbasis pada prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan kebermanfaatan, agar jemaah tidak hanya mampu menunaikan
ibadah secara sah dan sempurna, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif serta
memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dalam proses penyusunannya, Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah
Tahun 2025 dirumuskan dengan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan nasional, termasuk RPJMN, hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah pada tahun-tahun sebelumnya, serta hasil survei dan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan di bidang perhajian. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan,
dan strategi yang mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang
profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Laporan Kinerja ini menekankan pentingnya transformasi penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-operasional,
operasional, hingga pasca-operasional, dengan penguatan tata kelola, inovasi layanan,
serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar
negeri. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan pengalaman ibadah yang lebih
berkualitas bagi jemaah, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan 7r7 Sukses Haji




secara nyata dan berkelanjutan. Perhatian khusus juga diberikan kepada pemenuhan
layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekosistem
yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Laporan Kinerja ini hanya
dapat dicapai melalui sinergi dan kerja sama yang kuat antara Kementerian Haji dan
Umrah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-
tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen
ini, termasuk kementerian/lembaga terkait dan Tim Perumus Laporan Kinerja.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif
dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin berkualitas,
berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi umat
Islam dan bangsa Indonesia. Semoga Allah



tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen
ini, termasuk kementerian/lembaga terkait dan Tim Perumus Laporan Kinerja.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam
mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin berkualitas,
berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi umat
Islam dan bangsa Indonesia. Semoga AllahSWT senantiasa memberikan kemudahan
dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Wassalamuw’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025
Menteri Haji-dan Umrah

)

é Mdbh’afh;nad Irfan Yusuf Hasy/lgm
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan publik
strategis yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak
konstitusional umat Islam untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang mencapai lebih dari
dua ratus ribu orang setiap tahun, Indonesia menghadapi kompleksitas
penyelenggaraan ibadah haji yang semakin meningkat, baik dari sisi manajemen
pelayanan, pengelolaan logistik, pengawasan penyelenggaraan, maupun koordinasi
dengan pemerintah Arab Saudi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam konteks tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi tata kelola
penyelenggaraan ibadah haji agar mampu memberikan pelayanan yang semakin
profesional, transparan, dan akuntabel. Secara historis, penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah di Indonesia sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama. Namun, seiring
dengan meningkatnya dinamika penyelenggaraan haji dan tuntutan peningkatan
kualitas pelayanan kepada jemaah, pemerintah melakukan transformasi
kelembagaan guna memperkuat fokus, efektivitas, serta akuntabilitas
penyelenggaraan ibadah haji.

Transformasi kelembagaan tersebut diawali dengan pembentukan Badan
Penyelenggara Haji (BPH) melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk
memperkuat pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional,
terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah.
Pembentukan Badan Penyelenggara Haji menjadi tonggak penting dalam upaya
modernisasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat mandat kelembagaan serta meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara nasional, pemerintah
menetapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian
teknis yang secara khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haiji
dan umrah. Pembentukan kementerian ini menandai transformasi strategis dalam

tata kelola pelayanan keagamaan di Indonesia, di mana fungsi perumusan



kebijakan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta pengembangan ekosistem
ekonomi haji dan umrah dilaksanakan secara lebih terintegrasi dalam satu
kelembagaan.

Kementerian Haji dan Umrah memiliki peran strategis tidak hanya dalam
memastikan terselenggaranya ibadah haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan
tuntunan syariat, tetapi juga dalam memperkuat diplomasi penyelenggaraan haji
dengan pemerintah Arab Saudi, meningkatkan kualitas pelayanan publik
keagamaan, serta mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan
memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Sejalan dengan mandat tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan
kerangka transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang berlandaskan pada Tri
Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses
keadaban dan peradaban. Kerangka ini menjadi landasan strategis dalam
membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berorientasi
pada kualitas pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi,
dan peradaban yang lebih luas bagi umat dan bangsa.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
Kementerian Haji dan Umrah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah) Tahun 2025 sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam
mencapai sasaran pembangunan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah.

Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien,
transparan, dan berorientasi pada hasil. Laporan Kinerja Kementerian Haji dan
Umrah juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi,
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta
memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan demikian, Laporan Kinerja Kementerian Haji dan UmrahTahun 2025
diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian
kinerja kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus
menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan

penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, profesional, dan



memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat dan pembangunan
nasional.
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian yang dibentuk untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah.
Kementerian Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Haji dan Umrah
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haiji
dan umrah.
2. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji dan
umrah.
3. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
4. Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
5. Pelaksanaan diplomasi penyelenggaraan ibadah haji dengan pemerintah
Arab Saudi.

6. Pelaksanaan dukungan manajemen dan administrasi kementerian.

1.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah disusun untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara
efektif dan terintegrasi.
Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah terdiri dari:
1. Menteri Haji dan Umrah
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji

N o g s~ b

Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah



Kementerian Haji dan
Umrah

[nspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal

|.Direktorat Jenderal I.Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekosistem Pengendalian Haji dan
Ekonomi Haji Umrah

Direktorat Jenderal Bina 1. Direktorat Jenderal
Haji dan Umrah Pelayanan Haji

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah berjalan secara profesional, efektif, serta berorientasi pada

peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.

1.4 Isu Strategis Penyelenggaraan Haji
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Haji dan Umrah
menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan
penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji pada seluruh tahapan
penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik,
pemberangkatan, hingga pelayanan selama di Arab Saudi.

2. Penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang transparan,
akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

3. Transformasi digital layanan haji dan umrah untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi jemaah.

4. Penguatan diplomasi haji dengan pemerintah Arab Saudi guna
meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

5. Pengembangan ekosistem ekonomi haji agar penyelenggaraan ibadah haji
dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan

perekonomian nasional.



Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan
kegiatan Kementerian Haji dan Umrah guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah

haji yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Kementerian Haji dan Umrah disusun sebagai bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
menekankan keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Perencanaan Kkinerja tersebut
berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah
Tahun 2025-2029 vyang disusun sebagai arah kebijakan dan strategi
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam jangka menengah.

Sebagai kementerian yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk
menghadirkan pelayanan ibadah haji yang berkualitas, profesional, transparan, serta
berorientasi pada kepuasan jemaah. Selain itu, kementerian juga berupaya
mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul dari penyelenggaraan ibadah haiji
sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat dan
perekonomian nasional.

Perencanaan strategis Kementerian Haji dan Umrah juga berlandaskan pada
kerangka transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang dikenal dengan Tri
Sukses Haiji, yaitu:

1. Sukses Ritual, yaitu terselenggaranya ibadah haji yang sah, tertib, aman,
dan sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, yaitu optimalisasi potensi ekonomi dari
penyelenggaraan ibadah haji yang memberikan nilai tambah bagi umat dan
perekonomian nasional.

3. Sukses Keadaban dan Peradaban, yaitu penguatan nilai-nilai etika,
kedisiplinan, serta citra jemaah haji Indonesia sebagai teladan dalam
kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kerangka tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis,

serta indikator kinerja Kementerian Haji dan Umrah.



2.2 Tujuan Kementerian Haji dan Umrah
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
berkualitas serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, Kementerian Haiji
dan Umrah menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan
berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah.
2. Mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang Dberkelanjutan dan
memberikan dampak bagi kesejahteraan umat.
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji yang
profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas.
Tujuan tersebut menjadi arah utama dalam penyusunan kebijakan, program, serta

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

2.3 Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tiga
sasaran strategis yang menjadi fokus kinerja organisasi.
Sasaran Strategis 1
Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan
berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah.
Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses
penyelenggaraan ibadah haiji dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada
kepuasan jemaah.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini
adalah:

o Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri

o Indeks Kepuasan Jemaah Haiji Luar Negeri

Sasaran Strategis 2

Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak
pada peningkatan kesejahteraan umat.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul
dari penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan rantai nilai ekonomi haji yang

melibatkan berbagai sektor usaha dan masyarakat.



Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah:
« Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional,
transparan, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan umat.
Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan melalui
implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah:

« Nilai Reformasi Birokrasi

2.4 Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, Kementerian

Haji dan Umrah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

4 " s Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2025
) Indeks Kepuasan
Terselenggaranya ibadah haji yang .
Jemaah Haji Dalam 91,58

berkualitas, aman, nyaman, dan ]
1 _ ) Negeri
berorientasi pada mutu layanan serta

] o Indeks Kepuasan
peningkatan kualitas ibadah 87,50
Jemaah Haji Luar Negeri

Indeks Pemberdayaan

5 Terbangunnya ekosistem ekonomi haji Ekonomi Haji 10
yang berkelanjutan dan berdampak Berkelanjutan dan
Berdampak

Terwujudnya tata kelola Badan

3 | Penyelenggara Haiji yang profesional, Nilai Reformasi Birokrasi 58

transparan, adaptif, dan berintegritas




2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai komitmen pelaksanaan kinerja organisasi, Menteri Haji dan Umrah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat target kinerja yang harus
dicapai oleh kementerian selama tahun berjalan.

Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Kementerian Haji dan Umrah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perjanjian kinerja juga menjadi instrumen penting dalam memastikan adanya
keselarasan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, serta pengukuran

kinerja organisasi.

2.6 Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Kementerian Haji dan
Umrah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang meliputi:

1. Program penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah.

2. Program pembinaan jemaah haji dan umrah.

3. Program pengembangan ekosistem ekonomi haji.

4. Program pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan haji dan umrah.

5. Program dukungan manajemen dan tata kelola organisasi.
Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unit
kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan tercapainya

target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB Ill
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam
ibadah haiji
ekosistem ekonomi haji. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

kinerja Kementerian Haji dan Umrah merupakan wujud

menyelenggarakan pelayanan dan umrah serta pengembangan
antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
dengan realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada tahun pelaporan.

Pada tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tiga sasaran strategis
yang diukur melalui empat indikator kinerja utama. Capaian kinerja terhadap sasaran

strategis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
_ _ _ : Capaian |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi (%)
(1]
Terselenggaranya ibadah | Indeks Kepuasan
haji yang berkualitas, Jemaah Haiji 91,58 93,00 101,55
1 aman, nyaman, dan Dalam Negeri

berorientasi pada mutu Indeks Kepuasan
layanan serta peningkatan | Jemaah Haji Luar | 87,50 88,46 101,10
kualitas ibadah Negeri

Indeks
Terbangunnya ekosistem

o Pemberdayaan
ekonomi haji yang o
2 Ekonomi Haiji 10 - -

berkelanjutan dan

Berkelanjutan dan
berdampak

Berdampak
Terwujudnya tata kelola )

3 | Badan Penyelenggara Nilai Reformasi 58 ] )

Haji yang profesional, Birokrasi
transparan, adaptif, dan

10



berintegritas

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa indikator pada sasaran strategis
pertama menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi yang melampaui
target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator pada sasaran strategis kedua
dan ketiga masih dalam tahap penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem
pengukuran kinerja sehingga belum dapat diukur secara kuantitatif pada tahun

pelaporan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan
berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik strategis yang menjadi
tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional umat Islam
untuk menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sesuai dengan tuntunan
syariat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kepada jemaah menjadi salah satu
indikator utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Pencapaian sasaran strategis ini-diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Jemaah
Haji (IKJH) yang menggambarkan tingkat kepuasan jemaah terhadap berbagai
aspek pelayanan haji, baik pada tahap pelayanan dalam negeri maupun pelayanan

selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri

Indeks Kepuasan Jemaah Haji dalam negeri digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan sebelum keberangkatan ke
Arab Saudi. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan administrasi, pelaksanaan
bimbingan manasik haji, pelayanan di asrama haiji, serta proses pemberangkatan
jemaah menuju Tanah Suci.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 91,58. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja, realisasi indikator ini mencapai nilai 93,00, sehingga capaian

kinerja mencapai 101,55 persen dari target yang telah ditetapkan.
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Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepada jemaah haji pada tahap
pelayanan dalam negeri telah berjalan dengan sangat baik dan mampu memberikan
tingkat kepuasan yang tinggi bagi jemaah.
Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:
1. peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran dan pelunasan
biaya haiji;
2. penguatan pelaksanaan bimbingan manasik haji secara berjenjang dari
tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota;
3. peningkatan kualitas fasilitas pelayanan jemaah di asrama haiji;
4. peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji;
5. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi
dan manajemen jemaah haji.
Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kepada jemaah haiji
pada tahap pelayanan dalam negeri telah memenuhi harapan jemaah serta
menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di bidang

penyelenggaraan ibadah haiji.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri
Indeks Kepuasan Jemaah Haji luar negeri digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah
haji di Arab Saudi.
Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 87,50. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja, realisasi indikator ini mencapai nilai 88,46, sehingga capaian
kinerja mencapai 101,10 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia
mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi jemaah selama berada di
Arab Saudi.
Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:
1. peningkatan kualitas layanan akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah;
2. peningkatan kualitas layanan transportasi jemaah, baik transportasi antar kota
maupun transportasi bus shalawat;
3. peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah selama pelaksanaan
ibadah haji;
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4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji;
5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas haji dalam memberikan
pelayanan dan perlindungan kepada jemaabh.
Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola

penyelenggaraan ibadah haji yang berorientasi pada peningkatan kepuasan jemaah.

3.2.2 Sasaran Strategis 2
Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak
pada peningkatan kesejahteraan umat
Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan bagian dari upaya pemerintah
untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul dari penyelenggaraan ibadah
haji. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji
mencakup berbagai sektor seperti transportasi, logistik, konsumsi, akomodasi, serta
berbagai layanan pendukung lainnya.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan
Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak dengan target nilai sebesar 10.
Pada tahun 2025, indikator ini belum dapat diukur secara kuantitatif karena masih
dalam tahap penyusunan metodologi pengukuran serta pengembangan sistem
pengumpulan data.
Namun demikian, Kementerian Haji dan Umrah telah melaksanakan berbagai
langkah persiapan strategis, antara lain:

e penyusunan kerangka pengembangan ekosistem ekonomi haji;

e pemetaan rantai nilai ekonomi haji;

e penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;

e pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha nasional.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional,
transparan, adaptif, dan berintegritas

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui
implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja.
Indikator yang digunakan adalah Nilai Reformasi Birokrasi dengan target sebesar
58.
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Pada tahun 2025, indikator ini belum dapat diukur secara resmi karena Kementerian
Haji dan Umrah masih berada pada tahap penguatan kelembagaan sebagai
kementerian yang baru dibentuk.
Namun demikian, berbagai langkah persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi telah
dilakukan, antara lain:

e penyusunan roadmap reformasi birokrasi;

e penataan struktur organisasi dan tata kerja kementerian;

e penguatan implementasi SAKIP;

e penguatan sistem pengawasan internal.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, Kementerian Haji dan Umrah
terus berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelayanan haji, serta penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga
terkait.

Optimalisasi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta memperkuat tata kelola kelembagaan

Kementerian Haji dan Umrah.
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3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran di Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar memotong biaya,
melainkan strategi optimalisasi nilai (value for money). Mengingat skala operasional yang
masif dan melibatkan lintas negara, efisiensi difokuskan pada penghematan biaya tanpa

mengurangi standar layanan (safetly and hospitality) bagi jemaah.

Berikut adalah pilar utama strategi efisiensi anggaran yang biasanya diterapkan:

1. Digitalisasi Layanan (E-Hajj & Smart Card)

Transformasi digital adalah penggerak efisiensi terbesar. Dengan mengintegrasikan seluruh

data jemaah dalam satu platform, kementerian dapat:

- Memangkas Biaya Administrasi: Pengurangan penggunaan kertas (paperless)

dan proses birokrasi manual.

- Transparansi Pembayaran: Sistem pembayaran digital langsung ke vendor
(katering, transportasi, hotel) di Arab Saudi mengurangi risiko kebocoran dana dan

biaya perantara.

- Monitoring Real-Time: Penggunaan Smart Card bagi jemaah membantu
kementerian melacak distribusi layanan secara akurat, mencegah pemborosan jatah

konsumsi atau fasilitas yang tidak terpakai.

2. Strategi Kontrak Jangka Panjang (Multi-year Contract)
Untuk menekan fluktuasi harga pasar, kementerian sering melakukan negosiasi kontrak

jangka panjang untuk:

Akomodasi (Hotel): Menyewa gedung di Mekkah dan Madinah dengan skema full
season atau kontrak 3-5 tahun untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah

dibanding harga pasar tahunan.

Transportasi Udara: Negosiasi harga avtur dan sewa pesawat jauh-jauh hari

melalui skema tender terbuka yang kompetitif.
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3. Skema Pendanaan Berkelanjutan

Efisiensi juga dilihat dari cara mengelola dana titipan jemaah:

1. Optimalisasi Nilai Manfaat: Mengelola setoran awal jemaah melalui instrumen

investasi syariah yang aman (seperti sukuk atau emas) untuk mensubsidi biaya riil

haji yang terus meningkat.

2. Self-Funding Model: Mendorong kemandirian finansial pada sektor-sektor

tertentu agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, melainkan dari hasil

pengembangan dana abadi umat (ekosistem ekonomi haji).

4. Evaluasi Berbasis Standard Costing

Kementerian menerapkan standar biaya masukan (SBM) yang ketat untuk komponen di luar

negeri:

1. Audit Katering: Menetapkan standar harga per porsi yang seragam dengan

kualitas gizi yang tetap terjaga melalui sistem zonasi.

2. Efisiensi Organisasi: Rasio petugas haji dibanding jumlah jemaah dioptimalkan.

Penggunaan tenaga musiman (temus) dari mahasiswa atau mukimin lokal di Arab

Saudi sering kali lebih efisien daripada menerbangkan seluruh petugas dari tanah air.

Tabel Gambar

Komponen
1 Metode Efisiensi Dampak Finansial
Biaya
a _ PeﬁﬁﬂhéﬁBmyaavwr&
Penerbangan |Tender kompetitif & Direct flight
handling

] Kontrak dengan dapur lokal Hargé satuan lebih rendah (bulk

Konsumsi
skala besar buying)
. _ Stabilitas harga di tengah inflasi

Akomodasi Sistem sewa blok/gedung penuh

Saudi
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Komponen
Metode Efisiensi Dampak Finansial
Biaya

L . _ Pengurangan biaya SDM
Manajemen Aplikasi E-Hajj Terintegrasi .
administratif

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Kementerian
Haji dan Umrah) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah serta pengembangan ekosistem ekonomi haji. Penyusunan laporan ini
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan,
program, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan periode awal penguatan kelembagaan Kementerian Haiji
dan Umrah sebagai bagian dari transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah
haji di Indonesia. Transformasi kelembagaan dari Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama menjadi Badan
Penyelenggara Haji, dan selanjutnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah,
merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fokus, profesionalisme,
serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah
menetapkan tiga sasaran strategis utama yang menjadi fokus kinerja organisasi,
yaitu terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan
berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah; terbangunnya
ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan umat; serta terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional,
transparan, adaptif, dan berintegritas.

Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama menunjukkan hasil yang sangat

baik. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri pada tahun 2025 mencapai nilai
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93,00, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,58, dengan tingkat capaian
sebesar 101,55 persen. Sementara itu, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri
mencapai nilai 88,46, melampaui target sebesar 87,50, dengan tingkat capaian
sebesar 101,10 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan
ibadah haji Indonesia mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
jemaah, baik pada tahap pelayanan dalam negeri maupun selama pelaksanaan
ibadah haji di Arab Saudi.

Sementara itu, indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yaitu Indeks
Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak dengan target sebesar
10 masih dalam tahap pengembangan metodologi pengukuran dan penyusunan
sistem pengumpulan data. Demikian pula pada sasaran strategis ketiga, indikator
Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 58 belum dapat diukur secara resmi karena
Kementerian Haji dan Umrah masih dalam tahap penguatan kelembagaan sebagai
kementerian yang baru dibentuk. Meskipun demikian, berbagai langkah persiapan
strategis telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi kebijakan
pengembangan ekosistem ekonomi haji serta pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan kementerian.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan terus memperkuat tata kelola
kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, mempercepat
implementasi reformasi birokrasi, serta mengembangkan ekosistem ekonomi haiji
yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan
penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi
pada kepuasan jemaah, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi
kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Haji dan Umrah
Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi
sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
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